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BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 03 .-

-.-—-_—._—_.-—_ . -
--Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-02-2023 (empat belas Februari dua ribu dua

puluh tiga).

-Pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Wakiu Indonesia bagian Barat).
-Saya, GUNAWATI, Sarjana Hukum, WMagister Kenotariatan notaris di
Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris

-kenal dan-yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.

--Atas permintaan dari Dewan Komisaris perseroan terbatas yang akan disebut di

bawah ini.

-Berada di Grand Jati Junction Lantai 29, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 3A,
Medan, dengan menggunakan eAsy KSE| yang disediakan oleh perseroan
terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEl), yang berkedudukan di
Jakarta Selatan.

—-Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dalam perseroan
terbatas "PT MAHKOTA GROUP, TbK', berkedudukan di Medan, yang anggaran
dasar berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya
tertanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas) nomor ——---—-—--
"AHU-08250.AH.01.01.Tahun 20_11 dan telah mendapat persetujuan, dengan

Surat Keputusan tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor

= -| AHU-23324.AH.01.02.Tahun 2012, dengan Surat Keputusan tertanggal

09-01-2015 (sembilan Januari dua ribu lima belas) nomor

AHU-0000328 AH.01.02.TAHUN 2015, dengan Surat Keputusan tertanggal

156-08-2017 (lima belas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor
AHU-0016738. AH.01.02.TAHUN 2017, dengan Surat Keputusan tertanggal

07-03-2018 (tujuh Maret dua ribu delapan belas) nomor

AHU-0005311.AH.01.02.TAHUN 2018, dan dengan Surat Keputusan tertanggal

24-05-2019 {(dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas) nomor —————-———
--__-_---'-‘-——._
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- -| GROUP, Tbk" tersebut'dalam akia ini disebut “Perseroan”).

- | secara elekironik tanpa kehadiran pemegang saham secara fisik.

- Fyang diuraikan diatas, dengan dihadiri sebagai berikut -

HU-0028629.AH:01:02 TAHUN 2019, anggaran dasar Perseroan mana terakhir
diubah dengan akta Berita Acara Rapat tertanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh

- “14Juli dua ribu dua puluh) nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, notaris, yang

telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data

Perseroan, keduanya dengan Surat tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat

| Agusius dua ribus dua puluh) nomer AHU-AH.01.03-0361534 dan nomor

- AHU-AH.01.03-0361535,  (selanjuinya - perseroan terbatas "PT MAHKOTA

=-Bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24-04-2020 {dua

puluh empat-April-duaribu-dua- puluh) nomor S-124/D.04/2020 tentang Kondisi

" Tertentu ~dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 9 Peraturan Oforitas Jasa Keuangan

Republik Indonesia terlanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh})

{-nemor -16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan‘Rapat Umum Pemegang Saham

-| Perusahaan Terbuka Secara Elekironik (selanjutnya dalam akta ini disebut POJK

‘nomor 16/POJK-04/2020), disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu Perusahaan

Terbuka dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan

--Bahwa rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, jam serta di tempat seperti

11. Nyonya MILY, lahir di Tanjung Leidong, pada tanggal 14-11-1964 (empat

belas. November seribu-sembilan ratus enam puluh empat), mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Medan, jalan Berastagi nomor 8, Kelurahan

-+ Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Warga Negara Indonesia; --—-——-—-—--——-

| =Nomor Induk Kependudukan 12712054 11640004.
-menurut keterangannya: dalam hal ini-bertindak dalam jabatannya sebagai

Komisaris Utama Perseroan.

/2. - Nyonya LILY, lahir di Leidong, pada tanggal 01-08-1967 (satu Agustus seribu

-sembilan ratus enam puluh tujuh), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal

.| di Kabupaten Deli Serdang, jalan Anggrek nomor 27 Komplek Cemara Asri, ---
_‘_-_-_‘_-_-‘—-—\—n—_
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_-_-_-_-—_'_ H .
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Warga Negara Indonesia; -——-

-Nomor Induk Kependudukan 1271204108670002.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Komisaris Perseroan.

Tuan HARRY KURNIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 08-03-1874
(delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Villa Pejaten Kaveling-01, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar
Minggu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Warga Negara Indonesia; --
-Nomor Induk Kependudukan 3174040803740002.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Komisaris Independen Perseroan.

Tuan USLI, lahir-di Laidong, pada tanggal 04-05-1971 (empat Mei seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,
jalan Airlangga nomor 19B, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan

Petisah, Warga Negara Indonesia;

-NomorInduk Kependudukan 1271190405710001.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Direktur Utama Perseroan.

Tuan FUAD HALIMOEN, lahir di Medan, pada tanggal 31-07-1957 (tiga puluh
satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Téman Cosmos Blok A-11, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 007, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Warga Negara Indonesia; ~-—--——-—-—-

-Nomor Induk Kependudukan 3173053107570001.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Direktur Perseroan.

Tuan USMAN SARSI, lahir di Leidong, pada tanggal 02-09-1969 (dua

September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, jalan Sikas nomor 43B (Cemara

[
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Asri), Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sampali, Kecamatan

Percut Sei Tuan, Warga Negara Indonesia;

-Nomor Induk Kependudukan 1207260209690005.

-menurut-keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Direktur Perseroan.
-Tuan NAGIAN TONI, lahir di Medan, pada tanggal 06-08-1971 (enam Agustus
seribu sembilan ratus tujuh puluh saty), wiraswasta, bertempat tinggal di
Pekanbaru, jalan Sekolah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,

Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau, Warga Negara

Indonesia;

-Nomor Induk Kependudukan 1471050608710021.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai

Direktur Perseroan.

--Selanjutnya turut hadir secara elektronik berdasarkan daftar yang diserahkan

oleh Perseroan kepada saya, notaris, yaitu :

8.

Perseroan terbatas “PT MAHKOTA GLOBAL INVESTAMA”, berkedudukan di
Jakarta Barat, yang anggaran dasar berikut perubahannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal 11 -10-2017 (sebelas Oktober dua ribu
tujuh belas) nomor AHU-0045035.AH.01 01.TAHUN 2017 dan telah mendapat
persetujuan, dengan Surat Keputusan tertanggal 22-12-2017 (dua puluh dua
Desember dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0027410.AH.01 .02 TAHUN 2017,
anggaran dasar perseroan mar;a mengalami perubahan, ferakhir diubah
dengan akia Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat
tertanggal 12-12-2018 (dua belas Desember dua ribu delapan belas) nomor
05, yang dibuat dihadapan saya, notaris, yang telah diterima Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, keduanya
dengan Surat tertanggal 18-12-2018 (delapan belas Desember dua ribu

delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0276790 dan nomor

AHU-AH-01.03-0276791, sebagai pemilik 1.991.490.100 (satu miliar sembilan

—
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saham dalam Perseroan. -

9. Masyarakat, sebagai pemilik 1.053.317.100 (satu miliar lima puluh tiga juta

tiga ratus tujuh belas ribu seratus) saham dalam Perseroan.
--Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat
1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 20-04-2020
{(dua puluh April dua ribu dua puluh) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya dalam akta ini disebut POJK nomor 15/POJK.04/2020) dan surat
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10-01-2023 (sepuluh
Januari dua ribu dua puluh tiga), asli Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Perseroan mana dijahitkan pada minit akta ini, rapat dipimpin oleh Komisaris
Utama Perseroan, yaitu nyonya MILY tersebut sebagai Pemimpin Rapat; -—-——-—
--Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan
dengan Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Pasal 11 ayat 3 POJK nomor 15/POJK . 04/2020, dan
Pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat 2 POJK nomor 16/POJK 04/2020, Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
Perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau ibukota provinsi dimana tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau provinsi tempat

kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

--Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan
dihubungkan dengan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas
tersebut serta Pasal 14 ayat 1, Pasal 17 ayat 1, dan Pasal 52 POJK nomor
15/POJK.04/2020 tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs
web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 06-01-2023 (enam Januari dua

ribu dua puluh tiga);

wgilan untuk Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa --
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Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
-| pada-tanggal 23-01-2023 {dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh tiga); -—-
| untuk hadir dan diwakili dalam Rapat, cetakan iklan elektronik Pengumuman

Rapat dan Panggilan Rapat dalam situs web KSE!, situs web Bursa Efek, dan

situs web Perseroan tersebut dijahitkan pada minit akta ini.

--Bahwa sesuai dengan pemanggilan rapat, agenda rapat untuk Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :
1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. --—-
2. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. --———--————-
--Bahwa untuk agenda rapat Pertama berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf a dan
ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat 1 dan
Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, serta Pasal 40 dan Pasal
41 POJK nomor 15/POJK.04/2020, memeriukan pemenuhan persyaratan kuorum
Rapat lebih dari % (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan memerlukan pemenuhan
‘persyaratan keputusan ‘diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
% (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat, sedangkan untuk agenda rapat Kedua berdasarkan Pasal 16 ayat 1
huruf b dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, serta Pasal 40 dan
Pasal 42 POJK nomor 15!F’OJK:04!2020 tersebut, untuk merubah Anggaran
Dasar Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumiah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

—Bahwa ‘jumlah seluruh- saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh

pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta perubahan Anggaran

| Dasar Perseroan yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran

r——
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'-_-__-_-_-_.- -
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai

dengan wakiu diadakannya Rapat, adalah sebanyak 3.554.445.700 (tiga miliar
lima ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus)

saham.

--Bahwa jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam Rapat adalah
480.482.600 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu
enam ratus) saham, atau lebih kurang 13,63% (tiga belas koma enam puluh tiga
persen) dari jumiah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh
Perseroan, dimana sebesar 29 155900 (dua puluh sembilan juta seratus lima
puluh lima ribu sembilan ratus) saham adalah saham treasury (treasury stock). ---
--Bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah
3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu dua
ratus) saham, atau lebih kurang 86,37% (delapan puluh enam koma tiga puluh

tujuh persen), dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk
memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan
suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas

usulan keputusan Rapat, yaitu :

1. Pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat 4 huruf a, Pasal 84 ayat 1, dan Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang

Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut

menghadiri Rapat adalah “nihil”.

12, Perseroan yang memiliki {.menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dan Pasal
84 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang
pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah “nihil’; -
13. Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki (menguasai) saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak
perusahaan tersebut, yang sahamnya secara langsung atau tidak

langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
-—--_“_‘_-F_-_‘_——\—-__
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Moot 1 : ! :
ayat 1 dan Pasal 84 ayat 2 huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang Perseroan

Terbatas tersebut yang pada saat Rapat diselenggarakan turut

menghadiri Rapat adalah “nihil”;

Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan
(penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena
hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut,
yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadin

Rapat adalah "nihil”,

Perseroan yang memiliki {(menguasai) sendiri saham yang kepemilikan
saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 40 ayat
1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat

diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah 29.1556.900 (dua puluh

sembilan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus) saham; ---—-—--
Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara
perorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi
sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal
saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yang pada saat

Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; --————-——-

. Pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat untuk

memenuhi ketentuan kuorum' kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak

mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang

setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu :

t:

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan belum
menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut,

yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah --—-

—
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“nihil*;

2. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan
Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan
sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Perseroan
Terbatas tersebut, yang pada saat Rapat diselenggarakan turut

menghadiri Rapat adalah “nihil”;

-Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi
dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi
persyaratan kuorum Rapat, maka jumlah saham dengan hak suara yang hadir
atau diwakili dalam Rapat adalah 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh
empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus) saham, atau lebih kurang
86,37% (delapan puluh enam koma tiga puluh tujuh persen) dari jumiah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke

dalam Perseroan, dan ternyata untuk acara Rapat, telah memenuhi

persyaratan kuorum Rapat
--Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas
tersebut, pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah mempunyai
hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1
(satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham
yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan
jumlah kuorum yang disyaratkaln dalam Rapat dari saham yang mempunyai hak

suara, berhak mengeluarkan 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta

delapan ratus tujuh ribu dua ratus) ﬁak suara;
—~Bahwa 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh
ribu dua ratus) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat
diperlihatkan kepada saya, notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-01-2023 (dua puluh Januari
dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek
perseroan terbatas PT DATINDO ENTRYCOM. Cetakan elektronik Daftar

Pemegang Saham dan cetakan Daftar Hadir secara elektronik para Pemegang —

—
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Saham, kesemuanya dijahitkan pada minit akta ini.
--Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 16 ayat 1 huruf b
Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 83, dan Pasal
88 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, serta Pasal 52 POJK nomor
15/POJK.04/2020,  penyelenggaraan  Rapat yang berhubungan dengan
Pengumuman Rapat, Pemanggilan Rapat, dan persyaratan kuorum Rapat untuk
acara Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan
putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan fata tertib Rapat,
Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK nomor
15/POJK.04/2020, dan persyaratan kuorum putusan untuk acara Rapat. -—-—-—-——-
—-Oleh karena itu, selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada Komisaris
Independen yaitu bapak HARRY KURNIAWAN tersebut untuk menyampaikan
dan membacakan seluruh agenda rapat, pembahasan, dan pengambilan putusan
atas acara Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di
atas selaku para peserta Rapat membicarakan acara Rapat sebagai berikut ; -—--
1. Acara Pertama Rapat . Pengangkatan kembali anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan., —-————--——
-Komisaris Independen Perseroan yaitu bapak HARRY KURNIAWAN tersebut
menyampaikan bahwa oleh karena masa jabatan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada tanggal 01-03-2023
(satu Maret dua ribu dua puluh tiga) dan tidak ada perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka diusulkan kepada
para pemegang saham untuk ;nengangkat kembali anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung mulai berlaku pada tanggal 01-03-2023 (satu Maret dua ribu dua
puluh tiga) sampai dengan tanggal 01-03-2028 (satu Maret dua ribu dua puluh

delapan), sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

-- Susunan Dewan Komisaris :

Mama : Nyonya MILY tersebut.
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—

-Komisaris . Nyonya LILY tersebut. —

-Komisaris Independen : Tuan HARRY KURNIAWAN tersebut. --—-—

Susunan Direksi

-Direktur Utama . Tuan USLI tersebut.

-Direktur : Tuan FUAD HALIMOEN tersebut. -—-—— —
-Direktur . Tuan USMAN SARSI tersebut. =-—-—-—— -
-Direktur : Tuan NAGIAN TONI tersebut. —-——-——- -

-Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-
sama maupun masing-masing dengan hak subsitusi, termasuk namun tidak
terbatas untuk menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersebut
dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan
itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua
surat danfatau akla yang diperlukan, mengajukan permohonan dan
memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan

segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Komisaris Independen
mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan
sesuai dengan tata terib Rapat dapat menyampaikannya secara tertulis
dengan menggunakan fitur chatbox yang tersedia di aplikasi eASY KSEl. —---
-Setelah menunggu beberapa' saat lamanya, berhubung tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang
dibicarakan, maka Komisaris Independen mempersilahkan Para Pemegang
Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan
putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau

pemungutan suara secara online melalui aplikasi eASY KSEI

-Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf a dan ayat 8 serta ayat 9 Anggaran Dasar

| Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang

s

1



TP T
Perseroan Terbatas tersebut, serta Pasal 40 dan Pasal 41 POJK nomor

15/POJK 04/2020, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan
pemungutan suara, dan jumiah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk
memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara
setuju lebih dari % (satu per dua) bagian dari jumiah seluruh suara yang

dikeluarkan dalam Rapat, dan ternyata :

1. Jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah

“nihil”;

2 Jumlah suara blanko (abstain) dianggap memberikan suara yang sama

dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara

atas usulan putusan acara Rapat adalah 200 (dua ratus) suara; —-———— ---
3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah
3.044.807.000 (tiga miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu)
suara atau lebih kurang 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas pemegang saham

yang mengeluarkan suara dalam Rapat

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara
Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan
suara yaitu sebanyak 3.044.807 200 (figa miliar empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus) suara setuju yang merupakan suara
mayoritas, sehingga suara ya-ng menyatakan setuju atas usulan keputusan
acara Rapat ini adalah 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus) suara atau 100% (seratus persen) dari
jumiah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:
“Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
berlaku pada tanggal 01-03-2023 (satu Maret dua ribu dua puluh tiga) sampai

dengan tanggal 01-03-2028 (satu Maret dua ribu dua puluh delapan),
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sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan adalah sebagai berikut :

-- Susunan Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Nyonya MILY tersebut.
-Komisaris - Nyonya LILY tersebut.
-Komisaris Independen : Tuan HARRY KURNIAWAN tersebut, -—-—

- Susunan Direksi :

-Direktur Utama . Tuan USLI tersebut.

-Direltur : Tuan FUAD HALIMOEN tersebut. -—-———-
-Direktur © Tuan USMAN SARS| tersebut. --——-—-———-
-Direktur . Tuan NAGIAN TONI tersebut. ~———-———

-Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-
sama maupun masing-masing dengan hak subsitusi, termasuk namun tidak
terbatas untuk menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersebut
dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan
itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua
surat dan/atau akia yang diperlukan, mengajukan permochonan dan
memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan

segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.”

. Acara Kedua Rapat . Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran

Dasar Perseroan.

-Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak HARRY KURNIAWAN tersebut
menyampaikan bahwa terdapat perubahan beberapa pasal dalam Anggaran
Dasar Perseroan yaitu pasal 19 ayat 3, 8, 9 dan pasal 22 ayat 3, 8, 9 adalah
dalam rangka penyesuaian dalam penerapan standar Asean Corporate
Governance Scorecard (ACGS) serta pasal 23 ayat 5 adalah dalam rangka

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

tertanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor
_“_—n—_
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14/POJK 04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
Atau Perusahaan Publik yaitu dalam bab IV tentang Media Dan Bahasa
Pengumuman, (selanjutnya dalam akia ini disebut POJK nomor

14/POJK 04/2020). Maka diusulkan kepada para pemegang saham untuk : -—-

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan
yaitu pasal 19 ayat 3, 8, 9 dan pasal 22 ayat 3, 8, 9 serta pasal 23 ayat 5. -

2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama

maupun masing-masing dengan hak subsitusi, termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam
suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu,
menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua
surat danfatau akta yang diperiukan, mengajukan permohonan dan
melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan

segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, Komisaris Independen
mempersilahkan apabila ada Pemegang Saham yang hendak mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan
sesuai dengan fata terib Rapat dapat menyampaikannya secara tertulis
dengan menggunakan fitur chatbox yang tersedia di aplikasi eASY KSEI. -—--
-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dén!étau pendapat atas acara Rapat yang sedang
dibicarakan, maka Komisaris Independen mempersilahkan Para Pemegang
Saham untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan

putusan acara Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau

pemungutan suara secara online melalui aplikasi eASY KSEI
-Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf b dan ayat 8 serta ayat 9 Anggaran Dasar
Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang

Perseroan Terbatas tersebut, serta Pasal 40 dan Pasal 42 POJK nomor

—_—
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mmozo, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk ‘mufakat atau dalam hal putusan Rapat dapat diambil berdasarkan
pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk
‘memenuhi persyaratan suara atas acara Rapat adalah berdasarkan suara

setuju ‘lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan dalam Rapat; dan ternyata : -

1. Jumiah suara yang tidak setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah

“nihil’”;
’2. Jumiah suara blanko  (abstain) dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara ‘mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
atas usulan putusan acara Rapat adalah 200 (dua ratus) suara; --—-— -
| 3. Jumlah suara yang setuju atas usulan putusan acara Rapat adalah
3.044.807.000 (tiga miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu)
suara atau lebih kurang 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas pemegang saham

yang mengeluarkan suara dalam Rapat

-Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan acara
Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan
suara yaitu sebanyak 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus) suara setuju yang merupakan suara
mayoritas, sehingga suara yang menyatakan setuju atas usulan keputusan
acara Rapat ini adalah 3.044.807.200 (tiga miliar empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus) suara atau 100% (seratus persen) dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan:

“1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan
l yaitu pasal 19 ayat 3, 8, @ dan pasal 22 ayat 3, 8, 9 serta pasal 23 ayat 5. -
I 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama

maupun masing-masing dengan hak subsitusi, termasuk namun tidak

‘| lerbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam
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‘peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

---_----‘ .. - - . .
suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperiuan itu,

menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala
keterangan, 'membuat atau suruh-membuat serta menandatangani semua
surat danfatau akta yang -diperlukan, mengajukan permohonan dan
melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan

segala tindakan yang dianggap 'perlu dan berguna sesuai dengan

-dan sehubungan dengan itu merubah pasal 19 ayat 3, 8, 9 dan pasal 22 ayat

3, 8,9 serta pasal 23 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk

RAPAT DIREKSI

Pasal 19 -

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4
(empat) bulan,  kecuali bilamana di pandang perlu atas permintaan
seorang atau lebih -anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari
Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang
Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah,

dengan menyebutican hal-hal yang akan dibicarakan.
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18

Anggaran Dasar.

‘Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau

dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi

dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile

-1 atau - media elekironik lainnya,’ yang ditegaskan dengan surat tercatat,

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan

ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung

--l__________________
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suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
--__-__'-—-—__

-—"—'---—-_-—.__ . . . - -
kasusnya) dapat dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju

dengan panggilan yang lebih pendek.

Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal,

‘waktu, tempat, dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan

dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang

ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang di pilih oleh dan dari antara para

anggota Direksi yang hadir danfatau diwakili dalam Rapat Direksi yang

bersangkutan.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus

untuk keperluan tersebut

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut -—--——--—— —
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 {dua per tiga) bagian dari jumlah
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I I
~Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua

Rapat Direksi yang akan menentukan,
- a Setiap anggota Direksiyang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
| dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang

diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
‘hal-hal - lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak

dari yang hadir.

|c. Suara abstain  {blanko) 'dianggap mengeluarkan suara yang sama

dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat -———
Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi
harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang
notulis - yang - ditunjuk: oleh: Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat
dibacakan dan dikonfirmasikan: kepada para peserta Rapat Direksi,
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam
Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam

hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat

- | Direksi, yang bersangkutan wajib-menyebutkan alasannya secara tertulis

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah
ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusar; yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak

disyaratkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara terulis mengenai usul keputusan yang di maksud dan semua
 anggota Direksi-memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara: tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut
-__'_____-_—‘—-—.
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"----_-—— .
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara rapat
yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Direksi.
-Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana di
maksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada

seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum di atur dalam Anggaran

Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22
Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 {satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1
{satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan ;ieraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
kecuali bilamana di pandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3
(satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas
permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang

Direksi.
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-Té_'FTeTna:ggitan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan cleh

salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

‘3‘ Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan
Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat
tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda
terima, atau dengan telegram;- telex, facsimile atau media elektronik

lainnya, yang ditegaskan dengan surat tercatat, selambat-lambatnya 5

{lima) hari kerja sebelum rapat diadakan. - -

ld, Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara fain
tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang

akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik
Indonesia.- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakil,
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris: dapat - diadakan -di. manapun di dalam wilayah Republik
Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan

Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah

dan mengikat ;=== : -
6. Rapat Dewan Komisaris‘ dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan
Komisaris akan di pimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris

yang dipilih oleh dan dari-antara para anggota Dewan Komisaris yang

hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
l?. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan

Manya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -—-—
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10.

11

-Strat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut, ———————--

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan

| yang sah dan mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumiah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam

rapattersebut
Keputusan rapat Dewan Komisaris harus di ambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumiah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat

Dewan Komisaris yang akan menentukan.

a. Sefiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan

Komisaris lain yang diwakilinya.
I b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara

terbanyak dari yang hadir.

lc. Suara abstain (blanko) di anggap mengeluarkan suara yang sama

dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. ~—--—-

. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan
Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang
notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah
Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada
para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan

Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani

e e
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Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan
| alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
| Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang di ambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah
dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -——-——--
13. Dewan Komisaris dapat juga: mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Dewan Komisaris telah di beritahu secara tertulis mengenai usul
keputusan yang di maksud dan semua anggota Dewan Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang

di ambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -—---
14 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara
rapat yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau
melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta ‘Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. ---—————--
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang di ambil dengan sah dalam Rapat

Dewan Komisaris. ——
_Risalah Acara rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana di maksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan

diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk

disetujui dan ditandatangani.
|15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum di atur dalam

Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

J_\ RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN 3
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LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir

bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.

Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan
keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang
bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan publik
yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan.
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para Pemegang Saham di
kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan,
dengan jangka waktu sébagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—-———— —
Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3,
Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut
dan untuk keperluan mana dapat di minta bantuan tenaga ahli atas biaya
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang

diperlukan.

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan --

———
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W yang berlaku di bidang Pasar Modal.

-—-Oleh karena tidak ada lagi acara Rapat yang akan dibicarakan, maka Pemimpin
Rapat menutup Rapat pada pukul 10.35 WIB. (sepuluh lewat tiga puluh lima menit

Wakiu Indonesia bagian Barat). -

~-Selanjutnya saya, notaris, dengan akta menyatakan kenyataan yang terjadi
pada wakiu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan: Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut,
untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak

yang berkepentingan.

--Para Penghadap tersebut di atas telah saya, notaris, kenal dari identitas yang
tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, notaris, yang
dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 3 huruf a,
Pasal 38 ayat 3 huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan: Notaris, yang kebeparannya/keabsahannya dijamin oleh para

penghadap tersebut di atas.
--Para Penghadap Pemegang, Saham tersebut menyatakan kehendaknya agar
akta ini tidak dibacakan karena para penghadap pemegang saham tersebut telah

membaca, mengetahui, dan memahami isi akta ini.

--Segera  setelah  para penghadap pemegang saham tersebut membuat

-pernyataan tersebut dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, para penghadap

: -;t‘éi*_sebut meninggalkan ruangan Rapat, setelah Rapat ditutup oleh Pemimpin

‘| Rapat, sedangkan para penghada;itersebut belum menandatangani minit akta ini,

sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, karena itu minit akta ini
ditandatanganioleh 2 {dua) orang saksi akta ini, dan saya, notaris, dan bagian sisi
kanan bawah sefiap halaman minit akta ini diberi paraf masing-masing. —-——--—-

--Identitas dan kewenangan saksi-saksi akta ini masing-masing telah saya, notaris,

kenal dan ketahui, yaitu -

1. Nona Miftahul Hudayah, lahir di Bekasi, pada tanggal 27-09-2000 (dua puluh -

e
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tujuh September dua ribu), pegawai kantor nofaris, bertempat tinggal di

Kabupaten Deli Serdang, Dusun |l jalan Sei Glugur, Desa Tanjung Anom,

Kecamatan Pancur Batu, Warga Negara Indonesia;

-Nomor Induk Kependudukan 1207056708000002.

2. Nona Galuh Ramadhani, lahir di Medan, pada tanggal 17-12-1988 (tujuh belas

Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), pegawai kantor
notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, jalan Makmur Dusun

Kamboja nomor 35D, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Warga Negara Indonesia;

-Nomor Induk Kependudukan 12072657 12930004.

--Demikianlah apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minit,
sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan yang
terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan
Oftoritas Jasa Keuangan tersebut untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh
para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. —-——---—=eem e

--Diperbuat dengan tidak memakai renvooi.

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya. --——-—-——-
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